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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 

 
”Niat adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan, oleh 

karenanya ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar, dan jika 

niatnya buruk, maka perbuatan itu buruk”. 

 
 

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuamu dengan penuh 

kesayangan dan ucapkanlah: „Wahai Tuhanku, kasihilah mereka 

keduanya, 

sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.” 

(QS Al-Isra (17): 24) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Kota Palembang ialah salah satu kota terbesar yang menjadi pusat kegiatan sosial dan 

ekonomi di wilayah Sumatera Selatan yang juga menjadi ibukota Provinsi Sumatera Selatan. Kota 

Palembang sendiri secara administrasi terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan serta memiliki 

luas wilayah sebesar 400,61 km
2
. Ditinjau dari segi kondisi hidrologi, Kota Palembang terbelah oleh 

Sungai Musi menjadi dua bagian besar disebut Seberang Ulu dan Seberang Ilir. Kota Palembang 

mempunyai 108 anak sungai. Terdapat 4 sungai besar yang melintasi Kota Palembang. Sungai Musi 

adalah sungai terbesar dengan lebar rata-rata 504 meter (lebar terpanjang 1.350 meter berada 

disekitar Pulau Kemaro, dan lebar terpendek 250 meter berlokasi di sekitar Jembatan Musi II). 

Ketiga sungai besar lainnya adalah Sungai Komering dengan lebar rata-rata 236 meter; Sungai Ogan 

dengan lebar rata-rata 211 meter, dan Sungai Keramasan dengan lebar rata-rata 103 meter. 

Disamping sungai-sungai besar tersebut terdapat sungai-sungai kecil lainnya terletak di Seberang 

Ilir yang berfungsi sebagai drainase perkotaan (terdapat ± 68 anak sungai aktif). Sungai-sungai kecil 

tersebut memiliki lebar berkisar antara 3 - 20 meter.
1
 

Beberapa tahun belakangan sering terjadi beberapa bencana ekologis yang terjadi di Sumatera 

Selatan, salah satu diantaranya adalah banjir. Banjir merupakan suatu fenomena dimana tanah 

tergenang akibat luapan sungai, yang disebabkan oleh hujan deras atau banjir akibat kiriman dari 

daerah lain yang berada di tempat yang lebih tinggi.
2
  

Ferad Puturuhu menyatakan bahwa banjir dapat diklasifikasikan berdasarkan : sumber air, 

mekanisme, posisi dan berdasarkan aspek penyebabnya  sebagai berikut :
3
 

a. Klasifikasi banjir berdasarkan sumber air yang menjadi penampung di bumi, pendapat 

dibedakan menjadi tiga, yaitu :  

                                                      
1
Letak Geografis Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Palembang 

https://palembang.go.id/new/beranda/geografis, diakses pada 06 Agustus 2021.   
2
Aprilia Findayani, “Kesiap Siagaan Masyarakat dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kota Semarang”, 

Jurnal Geografi, Volume 12 Nomor 1, Tahun 2015, hlm. 3. 
3
Ferad Futuruhu, Mitigasi Bencana dan Penginderaan Jauh, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015, hlm. 142. 

https://palembang.go.id/new/beranda/geografis


1.  Banjir sungai; terjadi karena air sungai meluap; 

2. Banjir danau; terjadi karena air danau meluap atau bendungannya jebol;  

3. Banjir laut pasang; terjadi antara lain akibat adanya badai dan gempa bumi.  

b. Klasifikasi banjir berdasarkan mekanisme terjadinya Banjir dapat dikategorikan berdasarkan 

mekanisme terjadinya dan berdasarkan posisi dari sumber banjir terhadap daerah yang 

digenanginya. Berdasarkan mekanisme terjadinya, banjir dapat dibedakan menjadi :  

1. Banjir biasa (regular); banjir regular terjadi akibat jumlah limpasan yang sangat 

banyak sehingga melampaui kapasitas dari pembuangan air yang ada (existing 

drainage); 

2. Banjir tidak biasa (irregular); banjir irregular terjadi akibat tsunami, gelombang 

pasang, atau keruntuhan dam (dam break). 

c. Klasifikasi banjir berdasarkan posisi sumber banjir terhadap daerah yang digenanginya, banjir 

dapat dibedakan menjadi : 

1. Banjir lokal; banjir lokal didefinisikan sebagai banjir yang diakibatkan oleh hujan 

lokal; dan 

2. Banjir bandang (flash flood); banjir bandang dapat diartikan banjir yang diakibatkan 

oleh propagasi limpasan dari daerah hulu pada suatu daerah tangkapan.  

Secara umum banjir atau genangan juga dapat diartikan sebagai luapan air dari batas-batas 

normal sungai, danau dan laut, atau akumulasi air oleh kurangnya drainase di daerah, yang biasanya 

tidak terendam. Sebagian besar kawasan di Palembang hanya memiliki sedikit sistem drainase. Oleh 

karena itulah untuk selanjutnya perlu kiranya perencanaan yang baik untuk mengendalikan bahkan 

menanggulangi banjir yang ada di kota Palembang karena sarana dan prasarana yang telah dibuat 

saat ini belum seluruhnya tertata dengan baik. Sesungguhnya kota Palembang memiliki sekitar 15% 

dari luas sebagai dataran rendah dan juga memiliki beberapa kolam retensi.
4
 

Fenomena banjir yang dewasa ini sering terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, menunjukkan 

bahwa banjir yang terjadi terus meningkat dari tahun sebelumnya. Kota Palembang masih 

                                                      
4
Zainuddin, “Kajian Pengendalian Banjir di Wilayah Ilir Timur 1 Kota Palembang, Jurnal Teknik Sipil, Volume 

10, No. 1,  Tahun 2014, hlm. 1. 



memegang angka tertinggi kejadian setiap tahunnya. Contohnya Pada tahun 2019 terjadi banjir di 51 

tempat dan secara berulang terjadi di tempat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah 

harus secara bijak melakukan pemulihan-pemulihan wilayah rentan banjir. Hal tersebut juga 

didukung jumlah kolam-kolam retensi di Kota Palembang yang hanya memiliki 32 kolam saja, dan 

masih membutuhkan 77 kolam retensi lagi.
5
 Dengan kurangnya fasilitas tersebut maka tidak bisa 

dipungkiri bahwa hujan dalam waktu 1 jam saja sudah bisa menyebabkan genangan air. 

Dalam rangka mengurangi ancaman banjir di Kota Palembang yang sangat meresahkan 

masyarakat terutama saat musim hujan, Pemerintah Kota Palembang berencana melakukan 

pembangunan berlandaskan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan pompa pengendali banjir 

sub Daerah Aliran Sungai  

(Untuk selanjutnya disebut DAS) Bendung Kota Palembang. Sehubungan dengan kebutuhan lahan 

untuk pekerjaan pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS Bendung Kota Palembang, Pada 

tanggal 20 Oktober 2014 Walikota Palembang menerbitkan Surat Keputusan No. 436. a Tahun 2014 

tentang Penetapan Tanah seluas ±15.000 M
2 

untuk lokasi pembangunan pompa sungai bendung di 

Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang dan Peraturan 

Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 

Kota Palembang Tahun 2012-2032.  

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota 

Palembang dijadikan sebagai dasar dari adanya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pompa 

Pengendali Banjir dan Kolam Retensi Sub DAS Bendung. Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah 

tersebut menjelaskan bahwasanya Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pompa Pengendali 

Banjir dan Kolam Retensi Sub DAS Bendung Kota Palembang merupakan bagian dari urusan 

Pemerintah Daerah Kota Palembang yang bersifat wajib yang termasuk dalam lingkup Pekerjaan 

Umum dan Perencanaan Pembangunan. Begitupun Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 

                                                      
5
Catatan Akhir Tahun Tinjauan Lingkungan Hidup di Sumatera Selatan, https://www.walhi.or.id/wp-

content/uploads/LaporanTahunan/catahu, diakses 06 Agustus 2021. 

https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/LaporanTahunan/catahu
https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/LaporanTahunan/catahu


yang juga dijadikan sebagai dasar atau landasan hukum dari pembangunan kolam retensi dan pompa 

pengendali banjir Sub DAS Bendung yang merupakan sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam 

mengatasi bencana banjir. Dasar tersebut juga diperkuat khususnya seperti tertuang dalam Pasal 27 

Ayat (4) yang berisikan bahwa sistem pengendalian banjir Kota Palembang dikembangkan dengan 

tetap memperhatikan upaya perlindungan dan pelestarian fungsi terhadap daya dukung Sumber 

Daya Air yang meliputi 3 cara yaitu: 

1. Normalisasi terhadap Sungai Musi dan seluruh anak sungainya; 

2. Pembangunan retaining wall atau dinding penguat sepanjang Sungai Musi; dan  

3. Kolam Retensi, yang salah satunya merupakan Kolam Retensi yang termasuk dalam Sub 

DAS Bendung Palembang. 

Penetapan Tanah seluas ±15.000 M
2 

sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan No. 

436. a Tahun 2014 tentang Penetapan Tanah seluas ±15.000 M
2 

untuk lokasi pembangunan pompa 

sungai bendung di Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir Timur II yang dikeluarkan oleh Walikota 

Palembang, menyebabkan Pemerintah Kota Palembang harus melakukan Pengadaan Tanah seluas 

±15.000 M
2 

untuk lokasi pembangunan pompa sungai bendung di Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir 

Timur II yang ditujukan untuk kepentingan umum dalam rangka untuk menanggulangi bencana 

banjir yang sering terjadi di Kota Palembang. 

Pengadaan tanah sejatinya ialah serangkaian kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti 

rugi, namun terdapat juga pendapat bahwa pengertian pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk 

mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut.
6
 

Prosedur yang harus ditempuh adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Adapun pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan 

hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti 

kerugian atas dasar musyawarah. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam pelaksanaan pengadaan 

tanah untuk kepentingan umum, diperlukan adanya suatu kegiatan yang intinya dilakukan melalui 

                                                      
6
Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, 

Jakarta : Sinar Grafika, 2006,  hlm. 154. 



musyawarah dengan pemilik tanah untuk melepaskan hubungan hukum antara ia dengan tanah yang 

dikuasainya.
7
 

Maria Sumardjono menyatakan bahwa kegiatan pengadaan tanah tersangkut kepentingan dua 

buah pihak. kedua pihak yang dimaksud tersebut ialah instansi pemerintah yang memerlukan tanah 

dan masyarakat yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.
8
 Karena tanah sebagai 

kebutuhan dasar manusia merupakan perwujudan hak ekomomi, sosial dan budaya maka pengadaan 

tanah harus dilakukan melalui suatu proses yang menjamin tidak adanya “pemaksaan kehendak” 

satu pihak terhadap pihak lain. Mengingat bahwa masyarakat harus merelakan tanahnya untuk suatu 

kegiatan pembangunan, maka harus dijamin bahwa kesejahteraan sosial ekonomimya tidak akan 

menjadi lebih buruk dari keadaaan semula. 

Pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS bendung Kelurahan 10 Ilir Kecamatan Ilir 

Timur II saat ini sedang terhalang permasalahan pembebasan lahan dan bangunan atas nama 

Amancik yang merupakan satu-satunya bangunan yang masih berdiri di atas lahan pembangunan 

pompa sungai bendung di kelurahan 10 Ilir yang seharusnya proyek tersebut bisa dikerjakan mulai 

tahun 2015 namun hingga tahun 2019 masih belum bisa dikerjakan atau diselesaikan dikarenakan 

masih terhambat rumah milik saudara Amancik tersebut, sedangkan diareal tersebut telah diganti 

rugi secara keseluruhan tanpa terkecuali oleh Kementrian PUPR Dirjen SDA Balai Besar Wilayah 

Sungai Sumatera VIII (BBWS Sumatera VIII).  

Hal tersebut menjadi penghambat utama proses pembangunan pompa pengendali banjir sub 

DAS bendung ini, Di tahun 2016 untuk kelancaran proses penyelesaian pengadaan tanah, Walikota 

Palembang membentuk tim satuan tugas pengadaan tanah untuk pembangunan kolam retensi dan 

pompa pengendali banjir sungai Bendung dan telah menetapkan nilai pergantian wajar lahan dan 

bangunan an. Amancik sebesar Rp.264.496.350,- namun saudara Amancik menyatakan 

keberatannya dan meminta ganti kerugian sebesar Rp.500.000.000. Pada tahun 2017, 

menindaklanjuti keberatan saudara Amancik yang belum menemukan titik temu, Kecamatan Ilir 

                                                      
7
Ibid., hlm. 16. 

8
Oloan Sitrus, Pelepasan Atau Penyerahan Hak Sebagai Cara Pengadaan Tanah, Jakarta : CV Dasamedia 

Utama, 1995, hlm. 8.  



Timur III mengadakan mediasi untuk membahas hasil penilaian Tim KJPP (Kantor Jasa Penilai 

Publik) dengan hasil mediasi berupa Amancik tetap menyatakan keberatan atas hasil penilaian 

KJPP. Karena telah dilakukannya beberapa kali mediasi dan rapat koordinasi hingga di tahun 2018, 

namun tetap saja tidak menemui titik terang dan kata sepakat, maka BBWS (Balai Besar Wilayah 

Sungai) Sumatera VIII menempuh jalan hukum konsinyasi ke Pengadilan.  

Sidang penitipan uang/konsinyasi dilaksanakan dengan 7 kali persidangan dari tanggal 14 

Maret sampai dengan 29 Maret 2018. Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 

57/Pdt.P/2018/PN-Plg dengan hasil penetapan menyatakan permohonan pemohon (BBWSS VIII) 

tidak dapat diterima. Lalu BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Sumatera VIII kembali melakukan 

mediasi dan mengajukan permohonan kedua pada tanggal 30 Mei 2018 ke Pengadilan dengan hasil 

Penetapan Pengadilan Negeri Palembang No. 167/Pdt.P/2018/PN-Plg dengan hasil penetapan 

meyatakan mengabulkan permohonan konsinyasi untuk seluruhnya dan menerima penitipan uang 

pembayaran ganti rugi tanah/bangunan. Permasalahan ini terus bergulir dari tahun 2015 hingga 

2020, hal ini menjadi permasalahan utama terhambatnya pembangunan pompa pengendali banjir 

sub DAS bendung Kota Palembang yang menjadi salah satu sub bagian dari pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum di Kota Palembang.  

Sejatinya perolehan tanah dalam pegadaan tanah yang diperuntukan untuk kepentingan 

umum membutuhkan persetujuan dari pemilik hak atas tanah yang hak tanahnya diperlukan oleh 

instansi. Namun dalam praktiknya, pemilik hak atas tanah tidak selalu menyetujui untuk melepaskan 

tanahnya kepada instansi yang memilki keperluan terhadap tanah tersebut. Banyak faktor yang 

menyebabkan terjadinya hal tersebut salah satunya karena besarnya ganti kerugian yang diberikan 

oleh instansi yang memerlukan tidak disepakati oleh si pemilik hak atas tanah. Oleh karenanya 

pemegang hak atas tanah tidak bersedia melepaskan hak atas tanahnya untuk kepentingan instansi 

yang memerlukan tanah, maka hal ini menimbulkan sengketa antara instansi yang memerlukan 

tanah dan si pemilik hak atas tanah.
9
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Berdasarkan uraian permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik 

melakukan penelitian Tesis dengan judul “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi 

Kepentingan Umum Pada Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub 

DAS Bendung Di Kelurahan 10 Ilir Kecamatan IT II” 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian yang penulis kemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis 

dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana perkembangan hukum pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum? 

2. Bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali 

banjir sub DAS bendung Kota Palembang? 

3. Bagaimana solusi hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor yang menjadi 

penghambat pengadaan tanah bagi pembangunan kolam retensi dan pompa pengendali 

banjir sub DAS bendung Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam membahas, menelaah serta melakukan penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memahami dan menjelaskan perkembangan hukum terkait pengadaan tanah 

untuk pembangunan bagi kepentingan umum. 

2. Untuk memahami dan menjelaskan pengaturan pengadaan tanah bagi pembangunan 

kolam retensi dan pompa pengendali banjir sub DAS bendung Kota Palembang. 

3. Untuk mengidentifikasi dan menentukan solusi hukum yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi faktor yang menjadi penghambat pengadaan tanah bagi pembangunan kolam 

retensi dan pompa pengendali banjir sub DAS bendung Kota Palembang. 

D.  Manfaat Penelitian  

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1. Manfaat Teoritis  



a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah agar dapat memberi solusi 

terhadap peminimalisiran terjadinya permasalahan dan kendala yang akan terjadi 

dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. 

b. Menjadi sumber pengetahuan bagi para peneliti dan akademisi selanjutnya yang akan 

membahas materi kajian yang sama terkait dengan pengadaan tanah untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum. 

2. Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu : 

a.  Memberikan masukan secara praktis dan sumbangan pemikiran bagi masyarakat, 

policy maker, maupun stakeholder yang akan berperan sebagai user agar dapat 

menentukan sikapnya dalam melakukan penyelenggaraan pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum tersebut secara optimal sepenuhnya untuk 

kepentingan bersama tanpa merugikan pihak manapun. 

b.  Secara praktis dapat memberikan masukan bagi legislatif dan eksekutif dalam 

membuat instrumen hukum mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan bagi 

kepentingan umum agar dapat menyelesaikan apabila terjadi masalah yang akan 

muncul dikemudian hari. 

 

E. Kerangka Teoritis  

1. Grand Theory  

Teori Kepastian Hukum  

Suatu kepastian pada dasarnya merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari suatu hukum, 

khususnya dalam norma hukum tertulis. Hukum tanpa adanya nilai kepastian maka akan kehilangan 

makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.  

Kepastian merupakan suatu keadaan yang pasti, hukum yang secara hakiki harus pasti dan 

adil. Kepastian hukum merupakan suatu pertanyaan yang olehnya hanya bisa dijawab secara 



normatif bukan secara sosiologi. Begitu pula dapat diartikan bahwasanya kepastian hukum secara 

normatif ialah ketika suatu peraturan itu dibuat dan diudangkan secara pasti karena mengatur secara 

pasti dan logis.
10

 

Seperti halnya yang dikemukakan Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma 

merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan 

beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi 

manusia yang secara berkelompok membuat suatu keputusan (deliberatif).
11

 

Peraturan perundang-undangan merupakan satu kesatuan yang terhubung, jalin-menjalin baik 

sebagai kumpulan aturan tertulis, konsep, lembaga, maupun, pengertiannya. Dengan kata lain 

sinkron. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tahun 2016, sinkron antara lain bermakna 

sejalan; sejajar; selaras.
12

 

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi 

individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam 

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan 

tersebut menimbulkan kepastian hukum.
13

 

Kepastian hukum pada hakikatnya merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, 

konsisten dan konsekuen yang pelaksanaan nya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang 

sifatnya subjektif. 

Disisi lain Utrecht berpendapat bahwasanya, kepastian hukum mengandung dua pengertian, 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang 

boleh atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 
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kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat 

mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.
14

 

 

 

 

2. Middle Range Theory  

Teori Kewenangan  

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat kaitannya dengan 

hubungan dalam masyarakat, dimana di dalamnya ada yang memerintah dan ada yang diperintah 

(The rule and the roled). Dengan demikian, ada kekuasaan yang berkaitan dengan hukum dan ada 

pula yang tidak berkaitan dengan hukum (illegal). Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut 

dengan wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum sebagai suatu 

kaedah yang diakui serta dipatuhi oleh masyarakat bahkan diperkuat oleh negara.
15

 

Sedangkan disisi lain Bagir Manan berpendapat bahwasanya di dalam bahasa hukum, 

wewenang memiliki arti yang berbeda dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan suatu 

hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. 

Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu atau menuntut 

pihak lain untuk melakukan hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan 

atau tidak melakukan tindakan tertentu.
16

 

Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau 

menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu, sedangkan kewajiban memuat suatu keharusan 

untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu,
17

 sedangkan S. F. Marbun mengatakan 

bahwasanya wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum 
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publik, atau secara yuridis merupakan kemampuan bertindak yang di berikan oleh Undang-Undang 

yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.
18

 

Berbeda dengan Philipus M. Hadjon yang mendeskripsikan wewenang sebagai kekuasaan 

hukum. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan 

yang tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi juga meliputi 

wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang 

utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
19

 

Disisi lain Indroharto berpendapat bahwa suatu wewenang dapat diperoleh dengan 

didasarkan pada atribusi, delegasi, dan mandat.
20

 kewenangan atribusi pada umumnya digariskan 

melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-Undang Dasar, sedangkan kewenangan berupa 

delegasi dan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari adanya pelimpahan. Pada 

kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan 

yang lain sedangkan pada mandat tidak terjadi adanya pelimpahan apapun dalam arti pemberian 

wewenang, akan tetapi yang diberi mandat akan bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam hal 

pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat akan menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas 

nama pemberi mandate atau mandator. 

Disisi lain dikemukakan J.G. Brouwer bahwasanya atribusi merupakan suatu jenis 

kewenangan yang diberikan kepada suatu organ pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu 

badan legislatif yang sifatnya independen. Kewenangan atribusi ini tidak diambil dari kewenangan 

yang telah ada pada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan 

perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang dinilai berkompeten. 

 Sedangkan delegasi dapat diartikan sebagai suatu jenis kewenangan yang dialihkan dari 

adanya kewenangan atribusi dari suatu organ pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator 

dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya. Sedangkan berbeda dengan Mandat bahwasanya 
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dalam Mandat tidak terdapat adanya suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat 

memberikan kewenangan kepada organ lain untuk membuat keputusan atau mengambil suatu 

tindakan atas namanya.
21

 

3. Applied Theory  

a. Teori Penegakan Hukum  

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa suatu penegakan hukum merupakan 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap 

tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir yang bertujuan ntuk menciptakan, 

memelihara serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
22

 

Pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak 

dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri ialah terletak pada keadilan. Penegakan 

hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini 

dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas 

menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem 

kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.
23

 

Disisi lain, Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwasanya hukum memiliki fungsi  

sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, 

damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum wajib ditegakkan agar 

hukum tersebut menjadi nyata.
24

 

Dalam suatu penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama adanya kepastian hukum, 

yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang. 

Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban 

masyarakat. Selanjutnya kemanfaatan, karena hukum ditujukan untuk manusia maka pelaksanaan 

hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketiga 
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keadilan, bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum 

sifatnya umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. 

b. Teori Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum 

Pengadaan tanah didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, didefinisikan sebagai berikut yaitu “kegiatan 

menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang 

berhak”. Prosedur yang harus ditempuh dalam proses pengadaan tanah yaitu dengan cara 

pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. 

Istilah pengadaan tanah menurut Budi Harsono adalah suatu perbuatan hukum yang dimana 

untuk melepaskan hubungan hukum yang ada diantara pemegang hak dengan tanahnya yang 

diperlukan, diikuti dengan pemberian imbalan berupa uang, fasilitas atau lainnya, yang dilakukan 

secara musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan antara si pemilik tanah dengan pihak yang 

memerlukan tanah.
25

 Sedangkan pengadaan tanah menurut Imam Koeswahyono merupakan suatu 

perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi suatu 

kepentingan tertentu melalui cara memberikan ganti kerugian kepada si pemilik tanah baik itu 

perorangan maupun badan hukum berdasarkan pada tata cara dan juga besaran nominal 

tertentu.
26

 

Tujuan diadakannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 3 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, bahwasanya 

pengadaan tanah memilki tujuan untuk menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan yang 

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, serta masyarakat, 

namun hal tersebut tetap menjamin kepentingan hukum bagi pihak yang berhak. Dan juga disisi 

pihak yang membutuhkan tanah harus dapat memberikan kesejahteraan bagi pemilik tanah yang 

akan diadakan pembebasan.  
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Adanya perumusan mengenai pengadaan tanah lahir dilatarbelakangi karena adanya 

keterbatasan terhadap persediaan tanah untuk pembangunan, sehingga untuk mencapai tujuan 

tersebut perlu dilakukan dengan adanya pemberian ganti kerugian kepada pihak yang memiliki 

hak atas tanah tersebut. Singkatnya, istilah pengadaan tanah dikenal dalam perolehan tanah yang 

telah diakui seseorang ataupun badan hukum dengan dilandasi adanya suatu hak.
27

 

Pelaksanaan pengadaan tanah harus berdasarkan pada substansi-substansi hukum itu 

sendiri, substansi hukum berarti peraturan-peraturan mengenai pengadaan tanah yang 

diperuntukkan untuk kepentingan umum yang akan mengatur bagaimana lembaga-lembaga harus 

bertindak. Dengan bentuk peraturan, undang-undang, doktrin-doktrin yang mempunyai kekuatan 

hukum normatif sampai pada tingakat aktualisasi yang diperintahkan, ataupun status formal 

mereka.
28

 

Berdasarkan pengertian sebagaimana yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan 

untuk melaksanakan pengadaan tanah harus sesuai dengan asas-asas yang ada didalam Pasal 2 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 

Kepentingan Umum, yaitu : Asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, 

kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, keselarasan. Dapat disimpulkan 

bahwasanya dalam pengadaan tanah harus berdasarkan pada asas-asas tersebut agar fungsi dan 

kemanfaatan dari pengadaan tanah itu sendiri dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa 

terkecuali yang terkena dampak dari adanya proses pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 

kepentingan umum. 

F. Definisi Operasional  

1. Pengadaan Tanah 

Begitu banyak pengertian pengadaan tanah yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan. Pada hakikatnya dalam sebuah perubahan peraturan akan diikuti pula dengan 

perubahan pengertian dari lembaga pengadaan tanah itu sendiri. 
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Pengadaan tanah pertama kali digunakan dalam Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 

tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana 

dalam Ketentuan Pasal 1 angka 1 mendefinisikan bahwasanya Pengadaan tanah merupakan 

setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang 

berhak atas tanah tersebut. 

Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah 

Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah.adalah kegiatan menyediakan 

tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. 

Menurut Imam Koeswahyono pengadaan tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang 

dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan tanah bagi suatu kepentingan tertentu 

melalui cara memberikan ganti kerugian kepada si pemilik tanah baik itu perorangan maupun 

badan hukum berdasarkan pada tata cara dan juga besaran nominal tertentu.
29

 

Sedangkan menurut Maria S.W. Sumardjono, pengadaan tanah adalah pebuatan pemerintah 

guna memproleh tanah yang bertujuan untuk berbagai kegiatan pembangunan khususnya 

pembangunan bagi kepentingan umum, yang pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan 

cara musyawarah diantara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah serta 

pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan.
30

 

2. Kepentingan Umum  

Kepentingan umum secara sederhana dapat diartikan untuk keperluan, kebutuhan atau 

kepentingan orang banyak dengan tujuan yang luas.
31

 

Menurut Rescou Pound, kepentingan umum merupakan suatu kepentingan yang tumbuh 

dalam masyarakat berdasarkan keperluan di dalam masyarakat itu sendiri. Pound membagi tiga 
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kategori interest, menjadi public interest sebagai kepentingan umum, social interest atau 

kepentingan masyarakat, dan private interest sebagai kepentingan pribadi.
32

 

Lain halnya John Salindeho, berpendapat bahwasanya kepentingan umum merupakan 

kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, yang memperhatikan segi-segi 

sosial, politik, psikologis atas dasar asas-asas pembangunan nasional dengan menjunjung 

khususnya ketahanan nasional dan wawasan nusantara.
33

 

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum bahwasanya kepentingan umum merupakan kepentingan Bangsa, Negara dan Masyarakat 

yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran 

rakyat. 

Definisi kepentingan umum juga secara implisit diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menjelaskan bahwa 

untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama 

dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan 

menurut cara yang diatur dengan undang-undang. 

3. Ganti kerugian  

Ganti kerugian dapat diartikan sebagai penggantian atas nilai terhadap  tanah yang 

mencakup bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah sebagai 

akibat dari adanya pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
34

 

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, mendefinisikan bahwa ganti 

rugi dapat diartikan sebagai penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam 

suatu proses pengadaan tanah.  

                                                      
32

Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 61.  
33

Bernhard Limbong, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Jakarta Selatan : Marghareta Pustaka, 

2011, hlm. 144.  
34

C.T.S Kansil dan Christine S.T. Kansil, Kitab Undang-Undang Hukum Agraria (Keppres Nomor 55 Tahun 

1993, Pasal 1), Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm. 681. 



Pengertian ganti kerugian yang layak dan adil dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 bersifat 

tersirat, terutama dalam penjelasan Pasal 2 huruf b bahwa asas keadilan ialah memberikan 

jaminan penggantian yang layak kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah 

sehingga mendapatkan kesempatan untuk dapat melangsungkan kehidupan yang lebih baik; 

kedua, penjelasan Pasal 2 huruf d yaitu asas kepastian ialah memberikan kepastian hukum 

terhadap tersedianya tanah dalam proses pengadaan tanah tersebut untuk pembangunan dan 

jaminan mendapatkan ganti kerugian yang layak terhadap nilai tanah tersebut.
35

 

4. Pemerintah Daerah 

Negara Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana 

pemerintah didaerah merupakan bagian intergralnya. Oleh karena luas dan banyaknya urusan 

pemerintah sehingga tidak mungkin seluruhnya diurus sendiri oleh pemerintah pusat, dengan 

demikian urusan negara memerlukan adanya berbagai alat kelengkapan Negara yang membantu 

terwujudnya tujuan Negara. Dalam Negara yang berbentuk kesatuan hanya disebutkan 

pemerintahan daerah yang biasa juga disebut dengan pemerintahan setempat atau pemerintahan 

lokal (local government).
36

 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan 

dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 

otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah memiliki porsi yang sangat besar dalam mengelola sendiri rumah tangganya 

sesuai dengan kondisi dari  masing-masing daerah.  

Reformasi terhadap sistem pemerintahan daerah merupakan wujud kebijaksanaan otonomi 

daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 

hakekatnya merupakan salah satu komitmen nasional pemerintah Negara Kesatuan Republik 
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Indonesia untuk mewujudkan aspirasi gerakan reformasi total di segala bidang, komitmen 

reformasi itu terwujud melalui perombakan yang sangat mendasar, sistematik dan holistik 

menempatkan daerah otonom kabupaten dan kota sebagai pemegang kewenangan yang luas, 

nyata dan bertanggungjawab dalam berbagai bidang pemerintahan berdasarkan asas 

desentralisasi.
37

 

Salah satu kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

dalam rangka pelaksanaan undang-undang otonomi daerah adalah khusus untuk pengaturan air, 

pemerintah pusat menetapkan suatu rancangan kebijakan khusus dalam pengelolaan sumber daya 

air dengan pengaturan yang terbagi berdasarkan wilayah tertentu mengingat siklus air yang tidak 

dapat ditentukan oleh manusia dan meliputi suatu jalur siklus yang sangat luas.
38

 

5. Kolam Retensi dan Pompa pengendali banjir  

Kolam retensi merupakan kolam penampungan air hujan yang dipergunakan dalam jangka 

waktu tertentu yang berfungsi untuk mengurangi puncak banjir yang terjadi dalam badan air 

ataupun sungai dengan konsep dasar menampung volume air ketika debit maksimum di sungai 

datang, kemudian secara bertahap mengalirkan air ketika debit di sungai sudah kembali normal.
39

 

Pompa pengendali banjir adalah pompa yang memiliki fungsi untuk memindahkan air ke 

badan air penerima sedangkan rumah pompa merupakan bangunan pelengkap untuk melindungi 

peralatan seperti genset, panel-panel, pompa banjir, ruang operasi dan pemeliharaan. 

G. Metode Penelitian  

1. Jenis penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis dalam penelitian ini 

menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif atau metode 
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penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
40

 

Logika keilmuan hukum dalam penelitian hukum normatif dibangun dengan didasarkan 

pada disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Pendapat ini juga diperkuat oleh 

Peter Mahmud yang menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.
41

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang relevan dengan penelitian hukum ini yakni : 

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) 

Pendekatan undang-undang ini dilakukan dengan cara mendekati permasalahan yang 

diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif. Pendekatan perundang-undangan 

akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan 

kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lain.
42

 

b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus ini adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus 

yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan 

mempunyai kekuatan yang tetap.
43

 Pendekatan kasus pada penelititan ini adalah Putusan 

Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara Permohonan Konsinyasi Nomor Putusan No. 

167/Pdt.P/2018/PN.Plg Jo No. 1/Pdt/Konsinyasi/2019/PN.Plg terkait Pembebasan lahan dan 

bangunan An. Amancik untuk pekerjaan pembangunan pompa pengendali banjir sub DAS 

Bendung Kota Palembang. 

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum  

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer 
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Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan bersifat  seperti 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam membuat peraturan 

perundang-undangan, peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri dan 

putusan-putusan hakim
44

 Bahan hukum primer yang termasuk dalam penulisan ini 

merupakan bahan hukum yang terdiri dari : 

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan 

Benda-Benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 

Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324); 

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4723); 

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280); 

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587); 

- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 

Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan 
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Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

55); 

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 

Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15  Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RTRW) Kota Palembang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota 

Palembang Tahun 2012 Nomor 15).  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder terdiri dari buku-buku ilmu hukum dan hukum pengelolaan sumber daya 

air, jurnal, artikel ilmiah serta peraturan perundang-undangan.
45

 

c. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:  

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia;  

2. Kamus Hukum;  

3. Hasil karya dari kalangan hukum;  

4. Majalah, koran, media cetak dan elektronik.
46

 

Dan segala dokumen-dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu 

“Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub 

DAS Bendung Kota Palembang (Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi 

Kepentingan Umum)”. 

Dan sebagai penunjang untuk memperkuat hasil dari penelitian ini, penulis akan 

melakukan wawancara terstruktur mengenai pengelolaan sumber daya air dan sungai Kota 

Palembang di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan PSDA Kota Palembang dan 
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Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 

Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada bahan 

kepustakaan (studi kepustakaan). Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelusuran 

bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan hukum tersier yang 

dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari lebih dalam terkait Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Kolam Retensi dan Pompa Pengendali Banjir Sub DAS Bendung Kota Palembang 

(Studi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum). Penelitian kepustakaan 

ini membahas dan menganalisis bahan-bahan hukum dengan pendekatan secara kualitatif yaitu 

dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-buku ataupun literatur lainnya sesuai dengan 

bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya. 

5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum  

Analisis Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah teknik 

deskriptif analisis, dimana analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis secara 

pendekatan kualitatif terhadap data primer, sekunder maupun tersier.
47

 Pendekatan tersebut 

dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori 

yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Teknik penarikan kesimpulan ini dilakukan pada hasil akhir dari penelitian yang disusun 

sesuai dengan tujuan penelitian dan penelitian ini dilakukan dengan cara berfikir deduktif.
48

 

Dimana dalam penelitian ini menggunakan penalaran yang terkait dengan fenomena tertentu dan 

konkrit yang telah dihadapi dan merupakan hal yang telah diterapkan secara umum dan 

diterapkan dalam keadaan khusus. 
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